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PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN

PEMERINTAH YANG DIALOKASIKAN PADA KELOMPOK AKUN BELANJA

BARANG LAINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH

DAERAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada

Kementerian Negara/Lembaga, perlu disusun pedoman

umum dan petunjuk teknis penyaluran bantuan

pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Umum

dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah

yang Dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang

Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/

Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda

dan Olahraga;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem

Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang

Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5067);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan

Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 131,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5169);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4702);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang

Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4707);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang

Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan

Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana

Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5238);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang

Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja

Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5444);

14. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42

Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara

15. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 5);

16. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012

tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka
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Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

1191);

18. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada

Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN

BANTUAN PEMERINTAH YANG DIALOKASIKAN PADA

KELOMPOK AKUN BELANJA BARANG LAINNYA UNTUK

DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak

memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh

pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat

atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.

2. Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pemerintah Daerah adalah bantuan dalam

bentuk uang atau barang dan/atau jasa yang tidak

termasuk dalam Bantuan Pemerintah yang dialokasikan

pada kelompok akun belanja barang nonoperasional

lainnya dan belanja barang untuk diserahkan kepada
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masyakarat/pemerintah daerah yang ditetapkan oleh

Pengguna Anggaran.

3. Penerima Bantuan adalah pemangku kepentingan

(stakeholders) kepemudaan, keolahragaan dan

kepramukaan yang terdiri dari Perseorangan, Kelompok

Masyarakat, dan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non

Pemerintah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan

potensi, tanggung jawab, hak, karakter,kapasitas,

aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.

5. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan

olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan,

pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.

6. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan

pramuka.

7. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang

kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan yang

berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan maksud sebagai

pedoman dan petunjuk teknis penyaluran bantuan

pemerintah yang dialokasikan pada kelompok Akun

Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan

Kementerian Pemuda dan Olahraga.

(2) Pedoman ini bertujuan sebagai acuan dalam menyusun

petunjuk teknis kegiatan penyaluran bantuan pemerintah

pada masing-masing unit dan pertanggungjawabannya

secara efektif, efisien dan akuntabilitas sesuai dengan

prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang diatur
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